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Sudarwin (B 111 10 288), Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan 
Mengeksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan (Studi Kasus di 
Kabupaten Gowa Tahun 2011-2014) dibimbing oleh Prof. Dr. Andi 
Sofyan, S.H., M.H dan Dr. Dara indrawati, S.H., M.H.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan dan 
untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dapat dilakukan terhadap 
kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten 
Gowa. 
 
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait 
dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian 
kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan 
dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara 
kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.  
 
Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor 
penyebab terjadinya kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis 
jalanan di Kabupaten Gowa adalah faktor ekonomi, faktor urbanisasi, faktor 
dorongan keluarga dan lingkungannya, faktor rendahnya pendidikan, faktor 
kurangnya kepedulian pemerintah dan masyarakat, serta faktor lemahnya 
penegakan hukum. Upaya penanggulangan kejahatan mengeksploitasi anak 
sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Gowa dapat dilakukan melalui dua 
cara yaitu melalui tindakan preventif yang harus dilakukan oleh setiap 
elemen, oleh individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. Yang kedua 
yaitu melalui tindakan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 





Sudarwin (B 111 10 288), Criminological Analysis to Child Exploitation Crime 
as Beggar (Case Study from Gowa Regency, 2011-2014). Consulted by Prof. 
Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H and Dr. Dara indrawati, S.H., M.H.  
The purpose of this research is to know factors causing child exploitation crime as 
beggar and know about the solving can be done to child exploitation crime in Gowa 
Regency. 
This research is field research, in which data collection done by interview method to 
several parties related to this research topic. Besides, writer also make by literature 
study through related data and book relating to research topic. Then, data taken is 
analysed qualitetively and depicted descriptively. 
The result of this research are factors causing about child exploitation crime as 
beggar in Gowa Regency are economical factor and social, The lack of education, 
the lack of government and public careness, and the weakness of law enforcement 
factor. The solving effort to child exploitation crime as beggar in Gowa Regency can 
be devided into two ways, namely preventive action done by every element, 
individually, society, government and police. Secondly, repressive action done by 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pasal  1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan  Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia adalah 
negara hukum”. Keberadaan sebuah Negara Hukum Indonesia  
menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh 
siapapun juga, sejalan dengan tujuan keberadaan hukum tersebut yakni 
memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi setiap warga 
negaranya tanpa terkecuali. 
Dalam menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi 
setiap warga negara, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan 
terhadap siapa saja mengenai persoalan apapun yang bersinggungan 
dengan hukum, termasuk didalamnya persoalan terhadap perlindungan anak. 
Upaya perlindungan terhadap anak sebenarnya telah lama dibicarakan 
baik di Indonesia maupun di dunia, mengingat masalah perlindungan anak 
merupakan masalah universal yang banyak dan sering terjadi. Seringnya 
pembicaraan mengenai masalah perlindungan anak ini menandakan masih 




Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa 
dan harus dijaga karena padanya melekat harkat, martabat dan hak-hak 
sebagai bagian dari manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak 
merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijunjung dalam UUD 1945 
dan juga secara jelas termuat dalam Pasal 52 hingga pasa 66 Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). 
Kedudukan anak sebagai generasi penerus cita-cita luhur bangsa, 
calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan 
bagi generasi kini, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh 
dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. 
Perlindungan anak merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat dalam 
berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak 
bagi bangsa dikemudian hari. 
Umumnya, setiap bangsa di dunia meyakini bahwa anak merupakan 
masa depan bangsa dan negaranya yang harus dibina dan ditumbuh 
kembangkan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai anak, namun 
dalam kenyataannya anak yang tidak berdaya sering dijadikan objek 
eksploitasi oleh orang dewasa bahkan banyak kasus oleh orangtuanya 
sendiri. Kenyataan ini menunjukkan masih banyak bangsa di dunia yang 
kurang memberikan perhatian khusus terhadap anak. Padahal dalam 
ketidakberdayaannya, anak sangat membutuhkan perhatian  dan 
perlindungan pemerintah, orang tua maupun lingkungannya. 
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Seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Indonesia 
berkewajiban memberikan sesuatu yang terbaik kepada anak, karena baik 
secara langsung maupun tidak, anak adalah patron dalam pembangunan 
kelak. Oleh karena itu proses perhatian dari seluruh kalangan untuk 
pertumbuhan anak haruslah komprehensif guna keberlangsungan generasi 
bangsa yang berwibawa dan bermartabat agar cita-cita perjuangan bangsa 
tercapai sesuai amanat UUD 1945. 
Pembentukan anak sebagai sumber daya manusia Indonesia yang 
berkualitas, mampu memimpin serta mampu memelihara persatuan dan 
kesatuan bangsa, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi 
kalangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan 
sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan 
mereka dan masa depan bangsa. 
Berawal dari pemahaman itulah, maka dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat 
(4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 
menegaskan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik 
semasa dalam kandungan maupun sesudah ia lahir, anak berhak atas 
perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau 
menghambat pertumbuhan secara wajar. Hal tersebut didukung dengan 
adanya Konvensi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 
November 1989 yang mana dalam deklarasi tersebut setiap negara peserta 
diwajibkan memberikan perlindungan dan pemenuhan terbaik terhadap hak-
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hak anak. Namun masalahnya kemudian, peraturan perundang-undangan 
dan ketentuan tersebut dalam kenyataannya tidak serta merta menjamin 
perlindungan terhadap hak anak. Muncul dan semakin banyaknya anak-anak 
yang dieksploitasi sebagai pengemis jalanan contohnya, salah satu bentuk 
penghianatan terhadap pemenuhan hak-hak anak tersebut. 
Daerah-daerah dengan Kota besar di Indonesia termasuk di 
kabupaten Gowa menghadapi persoalan pelik mengenai hal ini. Meskipun 
dalam beberapa kasus, anak yang dieksploitasi sebagai pengemis tidak 
merasa masalah diperlakukan demikian baik oleh orang tua maupun pihak 
lain di lingkungannya, akan tetapi pembelaan ini sama sekali tidak dapat 
dibenarkan karena ini dapat mempengaruhi pola pikir anak yang akan 
mempengaruhi kehidupannya di masa depan kelak. Semakin banyak anak 
yang dieksploitasi sebagai pengemis tentu akan membuat mereka memiliki 
sifat mengemis pula. Kita tentu tidak menginginkan lahirnya generasi 
pengemis yang akan menjadi patron dalam pembangunan Indonesia 
nantinya. 
Orang tua sebagai penjamin perlindungan terhadap anak dalam 
kenyataannya justru banyak dijumpai menjadi pelaku kejahatan eksploitasi 
anak sebagai pengemis jalanan, padahal dalam Pasal 45 Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Perkawinan telah dijelaskan bahwa 
orang tualah yang pertama-tama memiliki tanggungjawab atas terwujudnya 
kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. 
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Munculnya perilaku eksploitatif terhadap anak baik oleh orang tua 
maupun pihak lain sebagai pengemis jalanan merupakan kejahatan atau 
tindak pidana karena bertentangan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, dimana setiap orang dilarang  menempatkan, 
membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 
eksploitasi terhadap anak baik eksploitasi secara ekonomi maupun sosial. 
Kabupaten Gowa yang merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi 
Selatan, menghadapi persoalan pelik mengenai banyaknya kasus anak yang 
dieksploitasi sebagai pengemis jalanan yang terkesan condong pada 
kegiatan eksploitatif orang dewasa terhadap anak. Munculnya kasus seperti 
ini disebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gowa yang meningkat 
setiap tahunnya namun kemudian berimbas pada bertambah lebarnya 
kesenjangan ekonomi masyarakatnya antar satu dengan yang lainnya. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul, 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Mengeksploitasi Anak 








B. Rumusan Masalah 
Berdasarakan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan 
diatas, maka masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah 
sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten 
Gowa? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan aparat 
penegak hukum terhadap kejahatan mengeksploitasi anak sebagai 
pengemis jalanan di Kabupaten Gowa? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan diatas, ada beberapa tujuan yang 
melandasi penelitian ini, yaitu: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang 
menjadi penyebab timbulnya kejahatan mengeksploitasi anak 
sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Gowa 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan 
dalam menanggulangi kejahatan mengeksploitasi  anak sebagai 
pengemis jalanan di Kabupaten Gowa 
D. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
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1. Memberi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
hukum baik dalam bidang Hukum Pidana maupun Kriminologi; 
2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar memberikan 
perlindungan terhadap hak-hak anak yang dieksploitasi sebagai 
pengemis jalanan dan tidak turut serta pada perilaku eksploitatif 
tersebut ; 
3. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian 
Hukum Pidana, serta merupakan salah satu syarat dalam 







1. Pengertian Tinjauan Kriminologi 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tinjauan merupakan 
pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, 
pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis 
dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan, sedang kriminologi 
merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai 
aspek.  
Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-
1911), seorang ahli antropologi prancis. Kriminologi terdiri dari dua kata yakni 
kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, 
maka kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan1. 
Beberapa ahli mendefenisikan istilah Kriminologi sebagai berikut: 
Sutherland memberikan defenisi kriminologi sebagai berikut2: 
“Criminology is the body of knowledge regarding delinquency 
and crime as social phenomena (Kriminologi adalah kumpulan 
pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan 
sebagai gejala sosial” 
 
Sementara itu W.A. Bonger memberikan definisi kriminologi yakni3: 
                                                             
1
 A.S Alam, Pengantar Kriminologi, (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010),  hal. 1. 
2 Ibid,  hal. 1-2 
3 Hari Saherodji. Pokok-pokok Kriminologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980) hal. 9. 
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“ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan 
seluas-luasnya” 
 
L. Moeljatno, mengemukakan bahwa kriminologi adalah4: 
“sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan 
ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa dan beraneka ragam, 
sehingga tidak  mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja” 
 
Sedangkan, menurut Wilhelm Sauer bahwa5:  
 
“kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
yang dilakukan individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya, 
sehingga obyek penelitian kriminologi ada dua, yaitu : 1. 
Perbuatan individu (Tat und Tater),  2. Perbuatan/kejahatan” 
 
Van Bemmelen menyatakan bahwa6: 
 
“kriminologi mempelajari interaksi yang ada antara kejahatan 
dengan perwujudan lain dari kehidupan masyarakat, maka 
kriminologi merupakan bagian dari ilmu tentang kehidupan 
bermasyarakat, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu biologi, karena 
manusia adalah makhluk hidup.” 
 
Menurut ahli Amerika Serikat Thorsten Sellin7: 
 
“istilah Criminology di Amerika Serikat dipakai untuk 
menggambarkan ilmu tentang penjahat dan cara 
penanggulangannya (treatment)” 
 
Sutherland berpendapat bahwa8: 
“Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu-ilmu pengetahuan yang 
berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala 
masyarakat (sosial). Ilmu meliputi:   
1. Cara proses membuat undang-undang,  
2. Pelanggaran terhadap undang-undang, dan   
                                                             
4 L. Moeljatno. Kriminologi, (Jakarta: Bina Aksara, 1986) hal. 3 
5 Ibid, 
6 Ibid, 
7 Ibid,  
8 Ibid, hal. 4 
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3. Reaksi terhadap pelanggaran–pelanggaran ini, hal-hal 
mana merupakan 3 segi pandangan (aspek) dari suatu 
rangkaian hubungan timbal ballik yang sedikit banyak 
merupakan suatu kesatuan.” 
 
Wood merumuskan definisi kriminologi bahwa9: 
“Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan 
perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat 
dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”. 
 
Wood juga secara ilmiah membagi kriminologi menjadi tiga bagian, 
yakni10:  
1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum 
Pidana dan Acara Hukum Pidana. 
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi 
dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi. 
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai 
masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti 
ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia 
forensik. 
 
Berdasarkan uraian pengertian kriminologi dari para ahli diatas, maka 
dapat disimpulkan bahwa kriminologi merupakan suatu bidang ilmu yang 
digunakan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dan 
upaya penanggulangan kejahatan.  
Umumnya, kriminologi mempelajari kejahatan dari segala aspek, 
namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku 
kejahatan dibahas dari segi penyebab seseorang melakukan kejahatan 
                                                             




(motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian 
kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai 
salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan. 
Sutherland menambahkan bahwa dalam mempelajari kriminologi 
memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain 
kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisiplin. Berbagai 
disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum 
pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, 
biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya11. 
2. Pembagian Kriminologi 
Kriminologi dapat dibagi dalam 2 golongan besar12, yaitu: 
a. Kriminologi Teoritis  
Secara teoritis, kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam 5 cabang 
pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya 
mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis.   
1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat, 
Misalnya: menurut Lombrosso ciri seorang penjahat 
diantaranya: tenggorokannya panjang, rambutnya lebat, tulang 
pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong dan seterusnya.   
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 A.S Alam, Op. Cit. hal. 3. 
12
 Ibid. hal. 4. 
12 
 
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk dalam kategori 
sosiologi kriminal adalah :  
a. Etiologi sosial, ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab 
timbulnya suatu kejahatan.  
b. Geografis, ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik 
antara letak suatu daerah dengan kejahatan. 
c. Klimatologis, ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik 
antara cuaca dan kejahatan.   
3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari 
kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan 
ini adalah :  
a. Tipologi, ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-
golongan penjahat. Psikologi sosial kriminal, ilmu 
pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu 
sosial.  
4. Psikologi dan Neuro Phatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan 
yang mempelajari tentang penjahat yang sakit/gila. Misalnya 
mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah 
sakit jiwa, seperti: Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar.  
5. Penelogi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang  
sejarah, arti dan faedah hukum.   
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b. Kriminologis Praktis  
Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan 
yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa 
kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang 
diamalkan (applied criminology). Cabang-cabang dari kriminologi 
praktis ini adalah :  
1. Hygiene Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk 
memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya 
meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (guidance and 
counceling) penyediaan sarana oleh raga, dan lainnya. 
2.  Politik Kriminal, ilmu yang mempelajari tentang caranya 
menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana 
agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak 
melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman 
yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta 
pembuktian. Sedangkan untuk memperoleh semuanya itu 
diperlukan penyidikan tentang teknik si penjahat melakukan 
kejahatan. 
3.  Kriminalistik (police scientific), ilmu tentang penyelidikan teknik 






Pengertian Kejahatan  
Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perilaku 
yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang 
telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana). 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tidak ada satu definisi 
pun tentang kejahatan. Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya 
memberikan perumusan perbuatan manakah yang dianggap sebagai suatu 
kejahatan. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP: ”Barangsiapa dengan sengaja 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara 
paling lama lima belas tahun”. 
Menurut A. S. Alam ada dua sudut pandang untuk mendefinisikan 
kejahatan13, yaitu: 
1. Sudut pandang hukum, kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap 
tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya 
suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang diperundang-
undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan 
kejahatan. 
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2. Sudut pandang masyarakat, kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di 
dalam masyarakat. 
Kejahatan menurut A. S. Alam sangatlah relatif (selalu berubah) baik 
ditinjau dari sudut pandang hukum (legal definition of crime), maupun ditinjau 
dari sudut pandang masyarakat (sociological definition of crime)14 antara lain: 
1. Isi pasal-pasal dari hukum pidana sering berubah. Contoh: Undang-
Undang Narkotika yang lama yakni UU Nomor 9 Tahun 1976 
digantikan oleh Undang-Undang Narkotika yang baru, yaitu UU Nomor 
22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. 
2. Pengertian kejahatan menurut anggapan suatu masyarakat tertentu 
juga selalu berubah. Contoh di Sulawesi Selatan beberapa puluh 
tahun yang lalu seseorng bangsawan putri dilarang menikah dengan 
laki-laki biasa/bukan bangsawan. Barang siapa melanggarnya 
dianggap melakukan kejahatan berat. Norma tersebut sekarang ini 
tidak berlaku lagi. 
3. Pengertian kejahatan sering berbda dari satu tempat ke tempat lain, 
dari satu daerah ke darah lain. Misalnya ada daerah bila kedatangan 
tamu terhormat, sang tamu tersebut disodori gadis untuk 
menemaninya tidur. Perbuatan itu diaggap sebagai perbuatan terpuji 
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di tempat tersebut, sedangkan di teempat lain (kebudayaan lain), hal 
itu merupakan satu hal yang memalukan (jahat). 
4. Di dalam penerapan hukum juga sering berbeda. Suatu tindakan yang 
serupa, kadang-kadang mendapat hukuman yang berbeda dari hakim 
yang berbeda pula. Misalnya pada tingkat pengadilan negeri dijatuhi 
vonis 9 tahun penjara, sedangkan di tingkat pengadilan tinggi hanya 
divonis 3 tahun dan di tingkat kasasi orang tersebut bebas. 
5. Juga sering terlihat adanya perbedaan materi hukum pidana antara 
suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Contoh pelacuran 
rumah bordil di Australia dilarang di KUHP Australia, sedangkan 
pelacuran di negeri Belanda tidak dilarang. 
Penggolongan kejahatan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan15: 
1. Motif Pelakunya. 
M.A.W, Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya 
sebagai berikut: 
a. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyelundupan. 
b. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah, 
pasal 284 KUHP. 
c. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI. 
Pemberontakan DI/TI, dan lain-lain. 
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d. Kejahatan lain-lain (miscelianes crime), misalnya penganiayaan, 
motifnya balas dendam. 
2. Berdasarkan Berat/Ringannya Ancaman Pidananya 
a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut didalam buku 
ke-II KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian, dan lain-lain. 
Golongan inilah dalam bahasa Inggris disebut felony. Ancaman 
pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara 
seumur hidup atau pidana penjara sementara. 
b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut didalam 
buku ke-III KUHP, seperti sanksi di depan persidangan yang 
memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan 
dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-
lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa 
Inggris disebut misdemeanor. Ancaman hukumnya biasanya 
hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya 
pada pelanggaran lalu lintas. 
3. Kepentingan Statistik. 
a. Kejahatan terhadap orang (crime against person) misalnya 
oembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. 
b. Kejahatan terhadap harta benda (crime against property) 
misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain. 
18 
 
c. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public 
decency) misalnya perbuatan cabul. 
4. Kepentingan Pembentukan Teori. 
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-
kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara 
melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya 
kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas 
tersebut. Penggolongannya adalah: 
a. Professional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata 
pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk 
profesi itu. Contoh: pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang. 
b. Organized crime, adalah kejahatan yang terorganisir. Contoh: 
pemerasan, perdagangan gelap narkotika. 
c. Occupation crime, adalah kejahatan karena adanya 
kesempatan, contoh: pencurian di rumah-rumah, penganiayaan. 
5.  Ahli-ahli sosiologi. 
a. Violent personel crime (kejahatan kekerasan terhadap orang). 
Contoh: pembunuhan (murder), penganiayaan (assault). 
b. Occassional property crime (kejahatan harta benda karena 
kesempatan). Contoh: pencurian kendaraan bermotor, 
pencurian di toko-toko besar (shoplifting). 
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c. Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). 
Contoh: korupsi. 
d. Political crime (kejahatan politik). Contoh:pemberontakan 
(treason), sabotase (sabotage). 
e. Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum). 
Contoh: pemabukan (drunkness), gelandangan (vagrancy). 
f. Conventional crime (kejahatan konvensional). Contoh: 
perampokan (robbery), pencurian kecil-kecilan (larceny). 
g. Organized crime (kejahatan terorganisir). Contoh: pemerasan 
(racketeering), perdagangan wanita (woman trafficking). 
h. Professional crime (kejahatan yang dilakkukan sebagai profesi). 




Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai Negara 
terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang 
anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid menguraikan bahwa di 
amerika, batas umur anak delapan sampai delapan belas tahun. Di Australia 
disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dengan maksimal 16 tahun, di 
Inggris batas umur anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di 
Belanda yang disebut anak adalah apabila berumur antara 12 sampai 18 
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Selanjutnya Task Force on Juvenile Delinquency Prevention  
menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggung jawabkan 
menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun.  
Resolusi PBB Nomor 40/33 tentang Standar Minimum Rule for the 
Administration of juvenile Justice,  menentukan batas umur anak sampai 18 
tahun.  
Sedangkan bila bertitik tolak dari laporan penelitian Katayen H Cama 
batas umur minimal bervariasi dari umur 7-15 tahun17. Hal ini dipertegas 
dengan redaksional sebagai berikut:  
Bahwa dalam tahun 1953 berdasarkan laporan Katayen H. Cama, hakim 
pengadilan Anak Bombay, India yang mengadakan research untuk 
dapertamen Sosial dari Perserikatan Bangsa-bangsa atas permintaan Sosial 
Commison dari  Economic and Sosial Council menyatakan, bahwa: 
- Di Bima, Ceylon dan Pakistan, seorang anak dibawah usia 7 tahun 
dianggap tidak melakukan kejahatan; 
- Di Jepang, tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh 
kurang dari 14 tahun tidak dapat dihukum; 
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 Suryana Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, (PPPKPH-UI: Jakarta, 
2004), hal 21 
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 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana, (PT. Cipta Adity Bakri: Bandung, 
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- Di Filipina, anak-anak dibawah 9 tahun tidak dapat dipertanggung 
jawabkan secara criminal; 
- Di Bima Ceylon dan Pakistan, seorang anak diantara umur 7 tahun 
dan dibawah 12 tahun dan Filipna seorang anak di antara umur 9 
tahun dan dibawah 15 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindak pidana yang dilakukannya, apabila ia pada waktu 
melakukannya belum dapat menghayati bahwa apa yang dilakukannya 
adalah salah. 
Sedangkan untuk batasan umur maksimum 18 tahun dirasakan cukup 
representatife dengan kebanyakan hukum positif Indonesia (Undang-undang 
1/1974, Undang-undang 12/1995, Undang-undang 3/1997) serta juga identik 
pada ketentuan umur dengan 27 negara bagian Amerika Serikat, juga 
Negara Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 
Convention on the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) dari 
sidang majelis umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan 
Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 
(LNRI Tahun 1990 Nomor 57) tanggal 25 Agustus 1990. 
Berbagai batas umur seperti telah diuraikan sebelumnya, Nampak ada 
kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas minimal 
berumur 7 tahun dan batas maksimal 18 tahun, walaupun demikian ada juga 
Negara yang mematok usia anak terendah 6 tahun dengan tertinggi 20 tahun, 
seperti Iran dan Srilangka. Perbedaan ini dapat saja terjadi karena adanya 
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perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya 
masyarakat dari Negara tersebut. 
Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dan berbagai peraturan lainnya yang berkaitan dengan masalah anak. 
Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak.  
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu tahun dan belum pernah kawin” 
 
Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 
3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: 
Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 
umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin.  
 
Anak nakal adalah:  
a. Anak yang melakukan tindak pidana,  
b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik 
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut 
perauran hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat 
yang bersangkutan. 
 
Namun putusan Nomor 1/PUU-VIII/2010 Mahkamah konstitsusi 
menghapus Pasal diatas, tentang batas usia anak yang dapat dipenjara. 
Dimana anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai 
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umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) 
tahun dan belum pernah kawin”. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat 
bahwa meskipun Pasal a quo tidak dimintakan pengujiannya oleh para 
Pemohon, namun Pasal a quo merupakan jiwa atau ruh dari Undang-Undang 
Pengadilan Anak, terutama Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 
pengadilan Anak, sehingga batas umur minimum juga harus disesuaikan 
agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yakni 12 (dua belas) tahun. 
Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut: 
Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) 
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. 
 
Senada dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, dalam Pasal 
1 ayat (1) Undang-Undang  Perlindungan Anak, dirumuskan sebagai berikut:  
”Anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih 
dalam kandungan”. 
 
Dengan demikan apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, 
anak diartikan sebagai orang yang belum berusia 18 tahun dan belum 








1. Pengertian pengemis 
Pengertian pengemis salah satu dirumuskan dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan 
dan Pengemis. PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 6 
Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial (sudah diubah menjadi UU No. 11 
Tahun 2009). 
Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa : 
“Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan 
dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan 
alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”. 
 
Dalam peraturan yang lain yakni Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2007 
disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 merumuskan bahwa : 
Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-
minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk 
mendapatkan belas kasihan orang lain. 
 
Adapun dalam KUHP tindakan mengemis itu sendiri diatur dalam 
Pasal 504 Ayat 1 Buku ke-3 tentang Tindak Pidana Pelanggaran yang 
berbunyi: 
“Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan 
pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu”. 
 
2. Kejahatan mengeksplotasi anak sebagai pengemis jalanan 
 
Perbuatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan pada 
dasarnya tergolong pada kejahatan kekerasan terhadap anak. The Sosial 
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Work Dicionary, Barker mendefinisikan kejahatan kekerasan terhadap anak 
adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau bahaya 
secara fisik, psikologis, atau finansial baik yang dialami individu atau 
kelompok18. 
Richard J. Gelles kejahatan kekerasan terhadap anak adalah 
perbuatan yang disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap 
anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kejahatan kekerasan 
terhadap anak meliputi berbagai bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman 
fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai 
kepada penelantaran kebutuhan dasar anak dan terlebih pada orang tua atau 
orang dewasa yang sampai mengeksplotasi anak sebagai pengemis19. 
Sebagai sebuah masalah sosial, perilaku tindak kekerasan dan 
kejahatan terhadap hak-hak anak pada awalnya kurang memperoleh 
perhatian publik secara serius, karena tindakan ini biasanya dianggap hanya 
bersifat kasuistis dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang 
secara psikologis dan kondisi ekonomi keluarga yang bermasalah. 
Dalam kasus anak yang dieksploitasi sebagai pengemis jalanan 
memberikan beban mental yang lebih berat kepada anak dibandingkan 
dengan kasus kekerasan terhadap anak yang lainnya. Melihat bahwa 
seorang anak yang seharusnya bisa hidup dengan normal dan baik seperti 
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tujuan yang dicita-citakan bangsa dan negara kita yang tertuang dalam 
pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada alinea ke 
IV: “Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Melihat 
hal itu maka seharusnya seorang anak sebagai aset masa depan negara 
perlu mendapatkan perhatian lebih. 
Bagong Suyanto menyatakan secara konseptual kekerasan terhadap 
anak (child abuse) adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual 
yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung 
jawab terhadap kesejahteraan anak. 
Sedangkan menurut Harkristuti Harkrisnowo tindak kekerasan yang 
dialami anak-anak dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis20, yaitu: 
a) Tindak kekerasan fisik  
Kekerasan fisik umumnya menyangkut prilaku-prilaku yang berupa 
penganiayaan dan pembunuhan, yang dapat dilakukan baik oleh 
orang tua sendiri, saudara (paman,kakek, dan lain-lain) maupun 
orang lain (misalnya majikan). 
b) Tindak kekerasan seksual. 
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Tindak kekerasan ini mencakup berbagai tindakan yang melanggar 
kesusilaan dan atau yang berkenaan dengan kegiatan seksual. 
c) Tindak kekerasan psikologis. 
Walaupun pernah dianggap sebagai suatu prilaku yang “biasa saja” 
dan tidak mempunyai dampak yang berarti pada anak, sejumlah 
penelitian menunjukkan bahwa sikap tindak, kata-kata dan gerakan 
yang dilakukan terutama oleh orang tua mempunyai dampak negatif 
yang serius bahkan traumatis, yang mempengaruhi perkembangan 
kepribadian/psikolog anak. 
d) Tindak kekerasan ekonomi. 
Tidak memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang sewajarnya 
bagi anak, kadangkala tidak dapat dihindari karena kemiskinan orang 
tua. Namun kondisi ini tetap merupakan kejahatan kekerasan terhadap 
anak secara ekonomis, karena mempunyai pengaruh bagi 
perkembangan anak. Salah satu akibatnya adalah larinya anak dari 
rumah dan menjadi anak jalanan dengan resiko yang amat besar. 
Melihat definisi mengenai beberapa jenis kejahatan kekerasan 
terhadap anak maka tindakan mengeksploitasi anak sebagai pengemis 
jalanan dapat digolongkan ke dalam kejahatan kekerasan ekonomi terhadap 




Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak 
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 




E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Kejahatan dapat timbul karena adanya dua macam faktor21, yaitu : 
1. Faktor pembawaan 
Yaitu bahwa seorang menjadi penjahat karena pembawaan atau 
bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobby. Kejahatan 
karena pembawaan itu timbul sejak anak itu dilahirkan ke dunia 
seperti : keturunan/anak-anak yang berasal dari keturunan/orang 
tuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan 
orang tuanya, sebab buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. 
Pertumbuhan fisik dan meningkatnya usia ikut pula menentukan 
tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan dikatakan bahwa 
ketika seorang anak masih kanak-kanak, maka pada umumnya 
mereka suka melakukan kejahatan perkelahian atau permusuhan 
kecil-kecilan akibat perbuatan permainan seperti kelereng/nekeran. 
Ketika anak menjadi akil balik (kurang lebih umur 17 sampai 21 
tahun), maka kejahatan yang dilakukannya adalah perbuatan seks 
                                                             
21 B. Bosu. Sendi-sendi Kriminologi, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982) 
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seperti perzinahan, dan pemerkosaan. Antara umur 21 sampai 
dengan 30 tahun, biasanya mereka melakukan kejahatan dibidang 
ekonomi. Sedangkan antaraumur 30 sampai 50 di mana manusia 
telah memegang posisi kehidupan yang mantap, maka mereka 
sering melakukan kejahatan penggelapan, penyalahgunaan 
kekuasaan, dan seterusnya. 
2. Faktor lingkungan 
Socrates “mengatakan bahwa manusia masih melakukan 
kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata 
baginya.” 
Socrates menunjukkan bahwa pendidikan yang dilaksanakan di rumah 
maupun di sekolah memegang peranan yang sangat penting untuk 
menentukan kepribadian seseorang. Sebab ada pepatah mengatakan 
apabila guru kencing berdiri, maka murid pun akan kencing berlari oleh 
karena itu menciptakan lingkungan yang harmonis adalah merupakan 
kewajiban bagi setiap orang, masyarakat maupun negara. 
 
Menurut Romli Atmasasmita membagi teori-teori penyebab kejahatan 
ke dalam 5 bagian22, yaitu ; 
1. Teori Asosiasi Diferensial (Differential Association) 
                                                             
22
 Romli Atmasasmita. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: Usaha PT Refika 
Aditama, 2007), hal 23-62 
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Teori asosiasi diferensial dikemukakan pertama kali oleh seorang ahli 
sosiologi Amerika, E.H.Sutherland, pada tahun 1934 dalam bukunya 
Principle Of Criminology. Sutherland menemukan istilah differential 
association untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku criminal 
melalui interaksi soial itu. Menurutnya, mungkin saja melakukan 
kontrak (hubungan) dengan “definition favorable to volation of law” 
atau dengan ”definition unfarotble to violation of law”. Rasio dan 
defenisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-
pengaruh kriminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan 
seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai satu 
jalan hidup yang diterima. 
2. Teori Anomi 
Menurut Marton, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas 
kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak perlu dibagikan secara 
merata, sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori 
anomi dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu: 
(1) Cultural as piration atau culture goals yang diyakini berharga 
untuk diperjuangkan, dan 
(2) Institutionalized means atau accepted ways untuk mencapai 
tujuan itu. Jika suatu masyarakat stabil, dua unsur ini akan 
terintegrasi, dengan kata lain sarana harus ada bagi setiap 
individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi 
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mereka. Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial 
merupakan akar dari masalah kejahatan (karena itu kadang-
kadang pendekatan ini disebut a structural explanation). Selain 
teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi di bawah 
tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas 
antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi. 
3. Teori Kontrol Sosial 
Teori control atau control theory merujuk kepada setiap perspektif 
yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara 
itu, pengertian teori control sosial merujuk kepada pembahasan 
delikuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang 
bersifat sosiologis : antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan 
kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial 
ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. 
Pemunculan teori kontrol-sosial ini diakibatkan tiga ragam 
perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan 
dimaksud adalah : 
(1) Adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik dan kembali 
kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi 
konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai 




(2) Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru 
telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih 
pragmatis dan berorientasi pada sistem. 
(3) Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru 
khususnya bagi tingkah laku anak/ remaja. 
4. Teori Labeling 
Teori ini memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-
teori yang lain melakukan pendekatan dari sudut statistik, patologis 
atau pandangan yang bersifat relatif; Backer beranggapan bahwa 
pendekatan-pendekatan dimaksud tidak adil dan kurang realistis. Teori 
Labeling dari Edwin Lemert mengelaborasi pendapat Tannenbaum 
dengan memformalisasi asumsi-asumsi dasar dari Labeling Theory. 
Lamert membedakan dua jenis tindakan menyimpang: penyimpangan 
primer (primer deviations) dan penyimpangan sekunder (secondary 
deviations). 
Menurut Schrag menyimpulkan teori Labeling sebagai berikut23 : 
(1) Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat 
kriminal. 
(2) Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat 
dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki 
kekuasaan. 
                                                             
23 Ibid. Hal 50-51 
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(3) Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-
undang, melainkan karena ia ditetapkan demikian oleh penguasa. 
(4) Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat 
baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat 
dikelompokkan menjadi dua bagian : kelompok criminal dan non 
criminal. 
(5) Tindakan penangkapan adalah awal dari proses Labelling. 
(6) Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan 
pidana adalah fungsi dari pelaku/ penjahat sebagai lawan dari 
karakteristik pelanggarannya. 
(7) Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik 
umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan 
pengambilan keputusan dalam sistem peradilan utama. 
(8) Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak 
bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap 
mereka yang dipandang sebagai penjahat. 
(9) Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan 
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan subkultur. 
5. Teori Paradigma Studi Kejahatan 
Simeca dan Lee dikutip dari Robert F. Meier 1977, p.21, 
mengetengahkan tiga perspektif tentang hubungan antara hukum dan 
organisasi kemasyarakatan di satu pihak dan tiga paradigma tentang 
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studi kejahatan. Perspektif dimaksud adalah consensus, pluralist, dan 
perspective conflict. Prinsip-prinsip yang dianut oleh perspektif 
consensus ini memiliki dampak terhadap paradigma positif dari studi 
kejahatan. Sebagai suatu paradigma studi kejahatan, positif 
menekankan pada determinisme dimana tingkah laku seseorang 
adalah disebabkan oleh hasil hubungan erat sebab-akibat antara 
individu yang bersangkutan dengan lingkungannya. Bahwa tiap orang 
yang memiliki pengalaman yang sama cenderung untuk bertingkah 
laku sama sehingga sejak dini kita dapat memprediksi tingkah laku 
manusia.24 
 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
Upaya pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi 
tertentu agar kejahatan tidak terjadi kejahatan.  
Menurut Hoenagels upaya penanggulangan kejahatan dapat di 
tempuh dengan cara25: 
a. Criminal application (penerapan hukum pidana) 
Contoh : Pasal 354 KUHP dengan hukuman maksimal tahun, maka 
dalam sistem tersebut baik tuntutan maupun putusan. 
b. Preventif without punisment (pencegahan tanpa pidana) 
                                                             
24 Ibid. Hal 53 
25 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), hal 2 
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Contoh : Dengan cara menerapkan hukuman maksimal kepada 
pelaku kejahatan. Maka secara tidak langsung memberikan 
prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun tidak dikenai 
hukuman atau sebagai shock therapy kepada masyarakat. 
c. Influencing views of society in crime and punisment (mas media 
mempunyai pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan 
pemidanaan lewat mas media) 
Contoh : Mengsosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang sebagaimana delik itu dan 
ancaman hukumannya. 
Menurut A.S. Alam penangulangan kejahatan terdiri atas tigs bagian 
pokok26, yaitu: 
1. Pre-emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam 
penanggulangan kejahatan pre-emtif adalah menanamkan nilai-
nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut 
terinternalisasi dalam diri seseorang. 
Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
                                                             
26 A.S Alam, Op. Cit. hal. 79 
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tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-
emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
2. Preventif 
Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. 
3. Represif 
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan 
yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) 
















1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Gowa yakni di Polres Gowa, 
Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Lembaga Perlindungan Anak Sulsel, serta 
beberapa tempat yang biasa dijadikan lokasi tempat mengemis di Kabupaten 
Gowa. Alasan Penulis memilih Kabupaten Gowa sebagai lokasi penelitian 
karena di Kabupaten Gowa memiliki banyak indikasi-indikasi terhadap 
kejahatan eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, dimana dalam hal itu 
penulis sendiri temukan banyaknya anak yang diperlakukan demikian di 
beberapa tempat dan sudut-sudut jalan raya di Kabupaten Gowa. 
Pertimbangan lain bahwa Kabupaten Gowa merupakan tetangga Ibu Kota 
Provinsi Sulawesi Selatan yakni Makassar yang juga memiliki tingkat anak 
yang dieksploitasi jadi pengemis yang besar sehingga ini juga akan 
mempengaruhi jumlah anak yang dieksploitasi demikian di Kabupaten Gowa. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, data 
yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang di dengar 
dan disaksikan sendiri oleh Penulis 
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2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, hasil kajian 
buku-buku karya Ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang 
erat kaitannya dengan skripsi ini. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan data Penulis menggunakan dua metode 
yakni : 
1. Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan cara wawancara atau 
pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab 
terhadap narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian. 
2. Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini penulis lakukan dengan 
membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan 
berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang dijadikan 
sebagai landasan teoritis. 
4.   Analisa data 
Data dari primer maupun data sekunder yang diperoleh dalam 
penelitian ini maka Penulis menggunakan metode analisis kualitatif kemudian 
mendeskripsikannya kedalam sebuah konklusi umum yang akan Penulis 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kabupaten Gowa yang merupakan tetangga terdekat Kota Makassar 
selain Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar berdasarkan data Badan 
Pusat Statistik (BPS) secara geografis berada pada 12° 38.16' Bujur Timur 
dan 5 °33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah 
administrasinya antara 12 °33.19' hingga 13 °15.17' Bujur Timur dan 5 °5' 
hingga 5 °34.7' Lintang Selatan. 
Lebih lengkapnya, kabupaten yang berada pada bagian selatan 
Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain 
dengan batas wilayahnya sebagai berikut: 
 Sebela Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten 
Maros. 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan 
Bantaeng. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 
Jeneponto, sedangkan  
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. 
Luas wilayah Kabupaten Gowa 1.883,33 km2 atau sama dengan 
3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa 
terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif 
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sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa 
sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% 
yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, 
Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, 
Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah 
dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan 
Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, 
Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.  
Dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Gowa termasuk kabupaten 
terbesar ketiga di Sulawesi Selatan setelah Kota Makassar dan Kabupaten 
Bone. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2007, 
penduduk Kabupaten Gowa tercatat sebesar 594.423 jiwa. Pada Tahun 2006 
jumlah penduduk mencapai 586.069 jiwa, sehingga penduduk pada Tahun 
2007 bertambah sebesar 1,43%. 
Dari gambaran selintas mengenai lokasi, kondisi geografis dan 
kependudukan Kabupaten Gowa, memberi penjelasan bahwa secara 
geografis Kabupaten Gowa memang sangat strategis dilihat dari sisi 
kepentingan ekonomi maupun politik. Hal ini tentu akan berpengaruh pada 
meningkatnya kesenjangan ekonomi antar masyarakat dan berdampak pada 
lahirnya tindak kejahatan, salah satunya kejahatan mengeksploitasi anak 
sebagai pengemis jalanan. 
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Hal ini diperparah dengan hasil angka sementara SUSENAS tahun 
2008, tercatat bahwa dari penduduk berumur 10 tahun ke atas yang dari 
Kabupaten Gowa sekitar 16,86 persen tidak pernah sekolah, 18,82 persen 
yang masih sekolah dan 64,32 persen sudah tidak bersekolah lagi. Tingginya 
angka penduduk yang tidak pernah sekolah mengakibatkan rendahnya 
pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan bagi anak, 
sehingga tindak kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan 
terus tumbuh di kabupaten ini. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kantor 
Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Dinas Sosial Kab. Gowa dan 
Polres Kab. Gowa serta penelitian langsung di lapangan. Maka peneliti 
menemukan beberapa data mengenai jumlah kejahatan atau kekerasan 
terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual yang terjadi umumnya 
di Provinsi Sulawesi Selatan dan khususnya di Kab. Gowa yang dapat dilihat 


















Kasus Kekerasan terhadap Anak di Sulawesi Selatan (2004-2012) 
Sumber Data: Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Tahun 2012 
Keterangan: 
* Data lapangan berdasarkan hasil penelitian LPA Sulawesi Selatan 2008) 
**Lain-lain: Eksploitasi, kekerasan non-fisik, penelantaran, penculikan, 
penipuan dan pemalakan. 
 
Berdasarkan tabel diatas terlihat jumlah kekerasan terhadap anak tiap 
tahunnya meningkat dan cenderung tinggi, khususnya pada tindak kekerasan 
seksual. Meskipun pada Tahun 2009 tindak kekerasan seksual mengalami 
penurunan, namun di tahun berikutnya tindak kekerasan ini terus tumbuh 
hingga pada tahun 2012 ditemukan 117 kasus. Pada kasus kekerasan fisik, 
meski mengalami penurunan pada tahun 2009 hingga tahun 2012 namun 
jumlah kekerasan fisik terhadap anak tetap berada pada angka yang 
memprihatinkan yakni rata-rata tiap tahunnya sebanyak 103 kasus. 
 Tahun 
Variabel 2005 2006 2007 2008* 2009 2010 2011 2012 
Kekerasan 
Seksual  
99 98 99 132 77 85 112 117 
Kekerasan 
Fisik 
92 96 103 124 110 102 96 101 
Lain-lain** 90 99 105 92 68 71 67 75 
Total 281 293 307 348 255 258 275 293 
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Data lain-lain, dalam hal ini kasus eksploitasi termasuk didalamnya 
kasus eksploitasi anak sebagai pengemis jalanan, kekerasan non-fisik, 
penelantaran, penculikan, penipuan dan pemalakan juga terlihat terus 
tumbuh hingga tahun 2007 dan kemudian turun ditahun-tahun berikutnya. Di 
Tahun 2011 tindak kekerasan yang terkategori lain-lain ini turun drastis ke 67 
kasus dibanding di tahun sebelumnya yakni di Tahun 2008 sebanyak 105 
kasus namun kemudian bertambah menjadi 75 kasus di tahun 2012. 
Terus tingginya angka kekerasan terhadap anak terkhusus pada 
kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan sebenarnya tidak 
hanya berdampak disaat anak mendapatkan tindak kekerasan, tetapi juga 
berdampak pada perilakunya kemudian. Anak akan cenderung melakukan 
kekerasan ataupun kejahatan berdasar pada pengalaman masa lalu, selain 
itu kekerasan yang dilakukan oleh anak juga dilakukan akibat faktor 













Data Pelanggaran Pidana yang Dilakukan oleh Anak  
di Sulawesi Selatan (2006-2011) 
Sumber Data : Penelitian LPA Sul-Sel, Polres, Polwil, analisis media cetak, 
dan laporan kasus Tahun 2009 
Keterangan : Lain-lain : membawa gambar porno, menyebarkan gambar 
porno, pencemaran nama baik, 
 
Data diatas menunjukkan bahwa tiap tahun kekerasan ataupun 
kejahatan yang dilakukan oleh anak terus bertambah jumlahnya tiap tahun, 
hal ini menunjukkan bahwa anak bisa sangat dekat dengan perbuatan 
Jenis Kasus Sulawesi Selatan 
2007 2008 2009 2010 2011 
Narkoba 10 17 21 19 22 
Pencurian 186 162 112 130 133 
Senjata tajam 3 17 8 2 1 
Penganiaayaan  13 10 3 4 5 
Pencurian kendaraan 
bermotor 
5 6 12 15 10 
Pengrusakan/pembakaran 
rumah 
2 1 - - 2 
Pencurian dengan 
kekerasan 
1 - - 4 4 
Penggelapan/Penipuan 1 - - - 2 
Membawa lari anak 
perempuan 
4 5 2 3 1 
Perjudian 13 9 7 9 11 
Pembunuhan 1 1 6 1 2 
Pengancaman  1 3 4 1 5 
Pemalsuan 1 - - - - 
Imigran gelap - - - - - 
Perbuatan 
cabul/pelecahan 
15 21 27 31 42 
Tabrakan 3 4 3 9 11 
Perkosaan  7 19 21 16 37 
Lain-lain - 6 9 2 3 
Jumlah 266 271 235 246 291 
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pidana. Bila tidak mendapat pendidikan yang layak, anak akan sangat mudah 
dipengaruhi oleh lingkungannya dan akan mempengaruhi perilakunya di saat 
dewasa.  
Menurut hasil wawancara penulis dengan Warida Safie, dalam hal ini 
Bagian Program Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sul-Sel  pada tanggal 2 
Mei 2014 bahwa: 
“Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) anak oleh 
Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) selama ini dirasa tidak 
tepat. Gepeng anak yang ditangkap biasanya dikurung dalam sel yang 
sama dengan orang dewasa, sehingga bukannya membuat jera si 
anak, malah hanya akan menambah ilmu kriminal pada anak itu” 
 
Lebih lanjut, beliau mengemukakan, 
“Pemerintah seharusnya menangani kasus demikian tidak dengan 
memperlakukan anak selayaknya pelaku kriminal biasa. Karena 
seyogyanya anak merupakan aset bangsa, generasi bangsa yang 
harus diberikan belas kasih” 
 
LPA Sul-Sel yang telah berdiri sejak tahun 1998 ini telah banyak 
menangani kasus kejahatan terhadap anak, seperti eksploitasi, kekerasan 
fisik, kekerasan seksual, traficking, penelantaran bahkan perebutan anak. 
Mengenai anak yang dieksploitasi sebagai pengemis jalanan, Warida Safie 
meyakini orang tua maupun pihak lain yang mengeksploitasi anak dengan 
cara demikian juga dipengaruhi pengalaman masa lalu orang tua maupun 
pihak lain yang juga pernah dieksploitasi demikian. Sehingga bila tidak 
ditangani dengan cepat, hal ini hanya akan membuat permasalahan ini terus 
diwariskan ke generasi berikutnya. 
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Menurut LPA Sul-Sel, saat ini memang anak banyak dijadikan alat 
untuk mencari keuntungan materi oleh oknum-oknum tertentu, baik itu dari 
orang tua anak itu sendiri ataupun pihak-pihak lain yang mengeksploitasi 
anak secara ekonomi, dimana mereka diharapkan untuk membantu 
perekonomian keluarga maupun hanya untuk keuntungan pribadi pihak-pihak 
lainnya. 
  Adanya tuntutan-tuntutan tersebut tak jarang membuat anak 
dipekerjakan di sektor- sektor formal maupun informal. Di sektor formal anak 
biasa dijadikan buruh atau bahkan sebagian besar anak di pedesaan 
dipekerjakan di sektor pertanian maupun yang lainnya. Sementara di 
lingkungan kerja informal, anak bekerja sebagai pengemis, anak jalanan, 
penjual koran, tukang becak, pedagang asongan, pengangkut barang di 
pasar, tukang parkir, pemulung di tempat sampah, pemulung jalanan dan 
sebagainya. 
  Melihat semua hal itu tentunya selain kerugian yang bersifat jangka 
panjang, anak-anak tersebut juga sangat rawan terhadap kekerasan, 
eksploitasi tenaga dan ekonomi. Anak rawan mengalami tindakan-tindakan 
tersebut, sebab umumnya pekerjaan yang mereka geluti tidak mempunyai 
segmentasi pekerjaan atas dasar usia. 
  Lebih lanjut Data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi 
Selatan, menyebutkan masih banyak anak-anak dibawah umur yang 
dipekerjakan di sektor formal seperti di pabrik-pabrik, konstruksi, perkebunan, 
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pertanian, pertambangan, nelayan, dan pelelangan ikan, sementara di sektor 
non formal anak-anak dipekerjakan menjadi pengemis, pemulung dan loper 
koran. 




DATA PEKERJA ANAK 
 
Sektor Jumlah Sumber 
Anak Jalanan 270 Anak Dinsos Kota Makassar (2010) 
Pekerja anak di sektor 
informal (pasar, pasar 
ikan, pedagang, 
pemulung keliling, 
tukang becak dll) 
820 Anak LPA Sul-Sel dan Pusat Studi 
Kriminologi UI (2010) 
Pemulung di TPAS 
Tamangapa 
640 anak   YAPTA U (2011) 
Pekerja di perusahaan Kurang Jelas Penelitian (2003) di dua 
perusahaan di KIMA ditemukan 
113 anak umur 14-18 tahun, 
bekerja dalam waktu yang 
panjang. 
PRTA Anak Kurang Jelas Penelitian tahun 2005, ditemukan 
anak bekerja sebagai PRT dalam 
waktu yang panjang, tidak 
memiliki kontrak kerja, tidak 
mempunyai waktu istirahat dan 
libur, dengan bayaran rendah 
Sumber: Data dirangkum oleh LPA Sul-Sel Tahun 2010 
Selain data dari LPA Sul-Sel, penulis juga telah melakukan penelitian 
lapangan langsung di Kabupaten Gowa, dimana penulis menemukan 
beberapa anak-anak mengemis di ruas jalan Kabupaten Gowa, Sekitaran 
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mesjid Syech Yusuf, dan Pasar Sentral Sungguminasa. Penulis menemukan 
lima orang anak dan melakukan wawancara langsung di tempat. Keterangan 
mengenai anak tersebut dipaparkan dalam tabel berikut: 
Tabel 4 
Sampel Anak yang Mengemis di Jalanan Kabupaten Gowa 






1 Sakinah 10 Tahun SD Petani Membantu 
Orang Tua 














12 tahun SD Pengemis Membantu 
Orang Tua 
Sumber: Penelitian lapangan yang dilakukan penulis di kabupaten 
Gowa Tahun 2014 
 
Dari data sampel diatas empat anak masih menikmati bangku sekolah yakni 
Sakinah, Malasari, Meliana, dan Siti Aminah sedang satu lainnya, yakni jumri 
sudah tidak bersekolah lagi. Dari wawancara langsung yang dilakukan, satu 
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anak merupakan anak yatim yakni Malasari yang mengemis dengan tujuan 
untuk membantu penghidupan keluarga di rumah, meski demikian keempat 
lainnya juga memiliki alasan yang sama. 
 Adapun daftar pertanyaan yang diajukan secara acak adalah sebagai 
berikut: 
a. Nama Anak? 
b. Berapa Umur Anak? 
c. Pendidikan Anak? Apakah masih sekolah? 
d. Pekerjaan Orang Tua Anak? 
e. Alasan mengemis yang dilakukan anak? 
f. Apa orang tua dari si anak tahu dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 
anaknya? 
g. Mengemis dijalanan karena kemauan sendiri atau dorongan dari orang 
tua atau pihak lainnya? 
h. Suka atau tidak suka dengan pekerjaan yang mereka lakukan? 
i. Berapa jumlah uang yang di dapat setiap harinya dari mengemis? 
Dari daftar pertanyaan tersebut diperoleh informasi, bahwa sebagian 
besar orang tua anak tersebut mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh 
anaknya bahkan terdapat dua orang anak yang mengaku awal mulanya 
menjadi pengemis karena faktor dorongan orang tua dan keluarga. Sebagian 
besar mengakui mengemis merupakan pekerjaan yang tidak menyenangkan 
namun merupakan cara mudah untuk mendapatkan penghasilan, 
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penghasilan yang diperoleh anak digunakan untuk membantu orang tua 
maupun buat jajan nantinya di sekolah. 
Disamping kelima anak yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis 
juga menemui dan mewawancarai orang tua Siti Aminah yang ditemui di 
waktu bersamaan. Adapun daftar pertanyaan yang diajukan secara acak 
kepada beliau adalah sebagai berikut: 
a. Nama dan umur orang tua? 
b. Berapa penghasilan yang didapatkan setiap harinya? Dan 
digunakan untuk apa? 
c. Mengapa melibatkan anak dalam pekerjaan mengemis? 
Dari beberapa pertanyaan tersebut diperoleh informasi bahwa orang 
tua Siti Aminah yang bernama Saleha, umur 51 tahun yang mengemis di 
sekitar Masjid Syech Yusuf Kabupaten Gowa mendapatkan penghasilan 
mengemis setiap harinya yang cukup untuk menghidupi kehidupan 
keluarganya setiap harinya. Meski tidak merinci, beliau mengakui 
penghasilan yang diperoleh dapat menjadi dua kali lipat di setiap hari jumat, 
apalagi selepas shalat jumat. Beliau melibatkan anaknya dalam pekerjaan 
mengemis agar penghasilan yang diperoleh bisa lebih banyak. 
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Mengeksploitasi Anak 
Sebagai Pengemis Jalanan 
 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti serta 
menganalisa data yang diperoleh di instansi-instansi terkait dan penelitian 
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lapangan, penulis kemudian menyimpulkan beberapa faktor yang 
menyebabkan munculnya kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis 
jalanan sebagai berikut: 
1. Faktor Ekonomi 
Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan mengeksploitasi anak sebagai 
pengemis jalanan. Himpitan ekonomi yang terus membelenggu memaksa 
sebagian masyarakat memanfaatkan keluguan anak untuk mencari 
keuntungan ekonomi dengan cara mengemis. Beberapa pelaku kejahatan 
itu, salah satunya orang tua ataupun keluarga si anak bahkan sebenarnya 
tidak menginginkan melakukan hal demikian terhadap si anak, namun 
tidak adanya pilihan lain membuat hal ini terus saja terjadi. 
Di kasus lain, anak-anak yang lepas dari pengawasan orang tua 
dan keluarga, tak jarang pula dimanfaatkan oleh segelintir pihak yang 
tidak bertanggung jawab, oknum-oknum tersebut sengaja mengorganisir 
anak-anak dengan rapi untuk dieksploitasi sebagai pengemis jalanan 
demi kepentingan pribadinya. 
2. Faktor Urbanisasi 
Faktor urbanisasi menjadi faktor lain yang berperan tinggi  terhadap 
semakin maraknya kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis 
jalanan di Kabupaten Gowa. Tingginya kaum urban yang terdapat di 
Kabupaten Gowa khususnya di Kawasan Sungguminasa yang merupakan 
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salah satu wilayah pengembangan kawasan kota terpadu Mamminasata 
yang melibatkan Kota Makassar dan tiga kabupaten lain yaitu Kabupaten 
Maros, Kabupaten Takalar serta Sungguminasa di Kabupaten Gowa 
menyebabkan kerasnya persaingan untuk mendapatkan lapangan kerja. 
Hal ini menyebabkan sebagian dari masyarakat atau kaum urban memilih 
mencari nafkah dengan jalan mengemis. 
Tingginya kaum urban itu sendiri di Kabupaten Gowa disebabkan 
karena perputaran perekonomian yang cepat dan tinggi serta banyaknya 
terdapat fasilitas-fasilitas dan tempat hiburan yang mewah di Kawasan 
Mamminasata khususnya di wilayah Sungguminasa dan sekitarnya 
sehingga hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi kaum urban memilih ke 
Mamminasata atau ke Kabupaten Gowa untuk mengadu nasib. Tak 
jarang dan tak sedikit dari mereka berasal dari pelosok- pelosok desa 
dengan tingkat pemahaman dan pendidikan yang rendah. 
3. Faktor Dorongan Keluarga dan Lingkungannya 
Faktor ketiga yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan 
mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan adalah dorongan dari 
keluarga si anak dan lingkungannya. Baik orang tua ataupun pihak lain 
yang memiliki hubungan darah dengan si anak terkadang mendorong 




Selain itu, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi anak 
menjadi pengemis jalanan. Karena terkadang banyak pengemis yang 
berasal dari satu lingkungan atau bertetangga satu sama lain, hal ini juga 
dapat kita dilihat di beberapa kasus yang pernah mencuat di beberapa 
berita media tanah air mengenai desa pengemis di salah satu daerah di 
jawa. 
4. Faktor Rendahnya Pendidikan 
Menurut hasil wawancara dengan Warida Syafie, “Sebagian besar 
kasus eksploitasi khusunya pengemis disebabkan kurangnya pendidikan 
dari orang tua ataupun keluarga si anak, 
“Banyak kasus menunjukkan anak-anak yang mengemis di jalanan 
berasal dari keluarga yang tidak pernah mengenyam pendidikan 
formal, ada yang pernah tapi tidak selesai” 
 
kurangnya pendidikan formal membuat rendahnya pemahaman orang tua 
maupun keluarga anak terhadap pentingnya keberadaan anak sebagai 
generasi masa depan bangsa, penerus bangsa. 
5. Faktor Kurangnya Kepedulian Pemerintah dan Masyarakat 
Pasal 66 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 mengatur bahwa terdapat 
perlindungan khusus terhadap anak yang dieksploitasi secara ekonomi, 
“Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi 
dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 





Lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 
menyebutkan,   
“Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui : 
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan 
anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; 
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan 
c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat 
pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam 
penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi 
dan/atau seksual.” 
 
Berdasarkan UU ini, pemerintah dan masyarakat memiliki peran 
penting dalam menghilangkan tindak kejahatan mengeksploitasi anak 
sebagai pengemis jalanan, namun dalam kenyataannya masyarakat dan 
pemerintah terkesan acuh tak acuh terhadap kasus seperti ini. bahkan tak 
sedikit dari masyarakat kita memandang sinis seorang anak yang jadi 
pengemis, sehingga anak-anak tersebut merasa dikucilkan di kehidupan 
sosial dan lingkungan sekitarnya yang membuat anak tersebut semakin 
sukar untuk keluar dari kondisi sulit tersebut. Kurang efektifnya program 
pemerintah dalam memberdayakan masyarakat berpendidikan rendah 
juga termasuk salah satu hal yang berdampak besar terhadap terus 
berlangsungnya kasus seperti ini. 
6. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum 
Beberapa kasus menunjukkan, bahwa lemahnya penegakan 
hukum menjadi penyebab utama terus berlangsungnya tindak kejahatan 
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mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan. Penegakan UU No. 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya terhadap kejahatan 
eksploitasi secara ekonomi pada kenyataannya sulit diawasi di lapangan. 
Meski dalam Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 jelas mengatakan, 
“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak 
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah)”, 
 
akan tetapi sosialisasi terhadap undang-undang ini dirasa belum 
cukup, sehingga sebagian masyarakat yang mengeksploitasi anak 
sebagai pengemis jalanan tidak mengetahui hal ini.  
B. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan terhadap Kejahatan 
Mengeksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan. 
 
Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam 
menanggulangi kejahatan mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan 
adalah sebagai berikut: 
1. Sosialisasi mengenai Pasal 88 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak, yakni: 
“Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak 
dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 





Sosialisasi undang-undang ini dapat dilakukan dengan pemancangan 
spanduk, baligho dan sebagainya yang mencantumkan pasal ini di 
tempat yang rawan atau sering di temukan anak yang mengemis. 
2. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak. Khususnya Hak Anak yang termuat Pada Pasal 
2 hingga Pasal 8 Undang-Undang ini. 
Pasal 2 
(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan 
bimbngan berdasarkan. 
(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan 
dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan 
kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan 
berguna. 
(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa 
dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. 
(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 
dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan 
perkembangan dengan wajar. 
 
Pasal 3 
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama 
berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. 
 
Pasal 4 
(1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan 
oleh negara atau orang atau badan. 











(1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam 
lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan 
wajar. 






(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan 
asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan 
yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya 
(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) 
juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah 




Anak cacat memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat 
pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan 




Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan 
kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-
bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan 
sosial. 
 
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program 
pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat berpendidikan rendah, 
khususnya keluarga yang menjadikan mengemis sebagai pekerjaan 
utama mereka 
4. Patroli rutin oleh pemerintah dalam hal ini pihak dinas sosial bersama-
sama aparat kepolisian ke tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan 
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mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan khususnya dilampu-
lampu merah disetiap ruas jalan utama di kabupaten gowa, wilayah 
mesjid Syech Yusuf, Pasar, Terminal dan pusat keramaian lainnya di 
kabupaten Gowa. 
Jadi secara garis besar upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan 
aparat penegak hukum untuk meminimalisir kejahatan kekerasan 
mempekerjakan anak sebagai pengemis adalah sebagai berikut: 
1. Upaya Preventif 
Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah sosialisasi Pasal 88 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
Sosialisasi Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan 
Anak dan Patroli rutin di tempat rawan tindak kejahatan eksploitasi 
anak sebagai pengemis jalanan, dalam hal ini dilakukan oleh dinas 
sosial maupun kepolisian. 
Disamping itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendidikan 
rendah seharusnya menjadi prioritas pemerintah dalam menangani 
tindak kejahatan eksploitasi anak seperti ini. Hal ini dapat dilakukan 
dengan membuka lapangan kerja, maupun pemberian modal bagi 
masyarakat untuk berwirausaha. 
2. Upaya Represif 
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Upaya represif yang dapat dilakukan adalah menindak secara tegas 
setiap pelaku yang memanfaatkan anak untuk mencari keuntungan 
ekonomi khususnya sebagai pengemis jalanan melalui penegakan 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
khususnya pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling 
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai dengan 
pasal 88 undang-undang ini, sehingga kedepannya diharapkan kasus 



















Berdasarkan uraian diatas penulis kemudian menarik kesimpulan 
sesuai dengan pokok persoalan yang diidentifikasi sebagai berikut: 
a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan mengeksploitasi 
anak sebagai pengemis jalanan adalah faktor ekonomi, faktor 
urbanisasi, faktor dorongan keluarga dan lingkungannya, faktor 
rendahnya pendidikan, faktor kurangnya kepedulian pemerintah dan 
masyarakat dalam hal ini melakukan perlindungan dan pemenuhan 
hak-hak anak serta lemahnya penegakan hukum bagi pelaku yang 
mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan di Kabupaten Gowa. 
b. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi kejahatan 
mengeksploitasi anak sebagai pengemis jalanan adalah sosialisasi 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
khususnya pada pasal 88 undang-undang tersebut, Sosialisasi 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, 
serta patroli rutin oleh pemerintah maupun pihak-pihak lain pemerhati 
hak-hak anak ke tempat-tempat yang rawan terjadi tindak kejahatan 





Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 
mengemukakan saran sebagai berikut: 
1. Pemerintah dalam hal ini dinas sosial dan kepolisian serta pihak-pihak 
lainnya diharapkan dapat memaksimalkan upaya sosialisasi Undang-
Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya 
Pasal 88 undang-undang ini. Diharapkan juga, pemerintah dapat lebih 
peka terhadap realita yang terjadi dalam masyarakat dan tidak 
menutup mata terhadap kasus kejahatan eksploitasi  yang menjadikan 
anak sebagai pengemis jalanan. 
2. Masyarakat sebaiknya meningkatkan kepedulian terhadap anak, 
bertanggungjawab secara moril terhadap pemenuhan hak-hak anak, 
tidak acuh terhadap kasus kejahatan eksploitasi  yang menjadikan 
anak sebagai pengemis jalanan dan turut serta pada perilaku 
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